PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
DAN
8 (DELAPAN) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS-UNIVERSITAS LAINNYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.06.01/11/0266/2016
NOMOR PIHAK KEDUA . 5'CA JUN2.F1.D/HKP.05/2016
NOMOR PIHAK KETIGA . 144/UN6.C/PKS/2016

Pada hari ini, Senin, tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (15-08-2016), kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

l Nama . Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), MARS, FICA
Jabatan : Direktur Utama
Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan
Pembuluh Darah Harapan Kita
Alamat . JI. S. Parman Kav. 87 Slipi, Jakarta Barat 11420

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
1336/MENKES/SK/VII/2011 tertanggal 1 Juli 2011. Dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang didirikan menurut dan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005
tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis
Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

ll.  Nama . Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K)
Jabatan . Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat . Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2604/SK/R/UI2013 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Surat Keputusan
Rektor Universitas Indonesia Nomor 0023/SK/R/UI/2014 tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor
Universitas Indonesia Nomor 2604/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (FKUI), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

lll. 8 (Delapan) Fakultas Kedokteran yang secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK KETIGA, yaitu:
1. Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran; '
2. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
3. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
4. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada;
5. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
6. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;



7. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas:
8. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat
mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di instansi PIHAK PERTAMA sesuai
dengan kewenangan dan tanagung jawab PARA PIHAK .

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1.

bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah terikat kerja sama sebagaimana tedapat dalam
Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto
Mangunkusumo, dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Akademik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor
195/PKS/FK/UII2013 dan Nomor 9565/TU.K/54/VI112013 dan Nomor HK.06.01/11/0129/2013; dan

bahwa PIHAK KETIGA membutuhkan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan akademik
dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian,
dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

8
2.

11.

Bakordik adalah Badan Koordinasi Pendidikan.

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam
salu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan
akademik, profesi, atau vokasi.

Diklat (pendidikan dan latihan) adalah bagian dari struktur organisasi rumah sakit yang melaksanakan
pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan dan
pelatihan,

Diklit (pendidikan dan penelitian) adalah bagian dari struktur crganisasi rumah sakit yang
melaksanakan pengeioiaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang
pendidikan dan penelitian.

Dokter Pendidik Kiinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat Pendidikan
dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan
iimu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Dosen FKUI adalah tenaga pendidik atau tenaga pengajar yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak
tetap yang diangkat oleh FKUI.

Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap
pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen tetap FKUI terdiri dari dosen yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Kesehatan yang memiliki jabatan fungsional dosen sebagai dokter pendidik klinis dan
pegawai tetap Universitas indonesia.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik
tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen tidak tetap terdiri dari dosen yang diangkat
dengan perjanjian waktu tertentu atau Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), Dosen Luar Biasa dan
dosen tamu yang diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

FKUI adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, peneliian, dan pengabdian/pelayanan
kepada masyarakat

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta



12.
13.

14,

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik dan/atau sub spesialistik
yang dilakukan di rumah sakit.

Peserta Didik adalah peserta didik PIHAK KETIGA yang terdiri dari dokter peserta Program Pendidikan
Dokter Spesialis (PPDS 1), dokter peserta Program Studi Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PPDS 1),
peserta Program Magister (S2), dan peserta Program Doktor (S3).

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.

15. SIP adalah Surat Izin Praktik.

(1)
® (2)

(3)
(4)

Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang
harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada
masyarakat secara mandiri  yang dibuat oleh organisasi  profesi  (Permenkes. No.
2052/IMENKES/PERX/2011).

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Menyelenggarakan Kegiatan Akademik Peserta Didik di institusi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Meningkatkan mutu kegiatan akademik dan kapasitas sarana kegiatan akademik.
Meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis.
Meningkatkan hubungan kerja sama antara PARA PIHAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan penelitian di bidang
kardiovaskular, anestesi, dan bedah toraks kardiovaskular bagi Peserta Didik.
Bahwa jangka waktu tiap Peserta Didik berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disepakati oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Kuota Peserta Didik diatur oleh Program Studi terkait.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA
a. Hak PIHAK KETIGA:

1. Menerima pengajaran bagi Peserta Didik sesuai dengan standar yang berlaku di institusi PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. Mendapatkan penilaian bagi Peserta Didik yang melakukan Kegiatan Akademik di institusi
PIHAK PERTAMA.

b. Kewajiban PIHAK KETIGA:

1. Menjamin Peserta Didik yang akan melakukan Kegiatan Akademik di institusi PIHAK
PERTAMA telah mencapai/sesuai dengan kompetensinya.

2. Melaksanakan Kegiatan Akademik Peserta Didik di institusi PIHAK PERTAMA sesuai dengan
berikui:
a) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
b) Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
¢) Peraturan internal PIHAK PERTAMA: dan/atau
d) Peraturan dan tata tertib akademik PIHAK KE DUA; dan/atau
e) Standar Operasional Prosedur pelayanan yang berlaku di institusi PIHAK PERTAMA:

dan/atau

f) Etika kedokteran

3. Memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA



mengenai nama peserta didik yang akan dikirim beserta kompetensinya dan data pendukung
kegiatan akademik lainnya.

4) Bertanggung jawab penuh atas peserta didik selama menjalankan kegiatan akademik di institusi
PIHAK PERTAMA.

5) Mengurus SIP Peserta Didik yang akan mengikuti pendidikan.

6) Membayar biaya pendidikan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5
HONORARIUM DAN JASA MEDIS

Besaran dan mekanisme pemberian honorarium serta jasa medis kepada dosen dan peserta didik yang telah
memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka Kegiatan Akademik di institusi PIHAK PERTAMA, diatur
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
PENELITIAN

1. Bagi peserta didik yang akan melakukan penelitian di institusi PIHAK PERTAMA. baik yang
menggunakan subyek manusia atau bukan, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta waijib lulus dari kaji etk (ethical clearance) yang dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai ketentuan
yang berlaku atau pihak berwenang yang ditunjuknya.

2. Bahwa hak atas kekayaan intelektual dan publikasi terhadap penelitian yang dilakukan sesuai ayat (1)
tersebut di atas, diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai peraturan yang berlaku.

PASAL 7
JAMINAN SUMBER KEUANGAN DAN PERUNTUKKANNYA
Bahwa PARA PIHAK menjamin anggaran dan/atau biaya untuk melaksanakan Perjanjian ini, adalah bukan
berasal atau bersumber dari perbuatan melanggar hukum dan sah bagi peruntukkannya.

PASAL 8
PENCUCIAN UANG

1. PARA PIHAK menjamin pembiayaan atau/atau dana yang digunakan dalam Perjanjian ini, adalah yang
bukan hasil dari suatu tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Salah satu PIHAK melepaskan PIHAK lainnya dari tuntutan hukum apapun apabila ternyata dana yang
diberikan oleh PIHAK tersebut terbukti merupakan uang hasil dari suatu tindak pidana pencucian uang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 9
GUGATAN PERDATA DARI PIHAK LAIN

1. Adanya gugatan perdata dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK oleh
karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh peserta didik PIHAK KETIGA
yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bertanggung
jawab secara bersama/tanggung renteng atas pemenuhan gugatan perdata tersebut termasuk biaya yang
timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut,

2. Adanya gugatan perdata dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK oleh
karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik PIHAK
KETIGA yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, yang mana ditemukan indikasi bahwa peserta
didik bertindak tidak sesuai dengan SOP, BRP dan kurikulum Ul. maka PIHAK KETIGA dan peserta didik
bertanggung jawab secara sendiri (tidak tanggung renteng dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
maupun Dosen) atas pemenuhan gugatan perdata tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau
beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.



PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar
kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang
mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk
tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar,
pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/ penghentian pekerjaan
atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang
berwenang. -

(2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan
Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa force majeure tersebut.

(3) Dalam hal terjadi peristiwa force majeure sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu
PIHAK, maka PIHAK yang mengalami penstiwa force majeure tersebut harus memberitahukan secara
tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa force majeure
tersebut kepada PIHAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak
terjadinya force majeure tersebut.

(4) Apabila PIHAK yang mengalami peristiwa force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada
PIHAK lainnya dalam kurun wakty sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko
dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang
mengalami keadaan force majeure tersebut.

(5) Apabila PIHAK yang lidak terkena kejadian force majeure tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak
memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena peristiwa force majeure tersebut, maka
penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas
keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoieh
persetujuan.

PASAL 11
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN
Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini wajib berdasarkan persetujuan secara tertulis dari
PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan yang
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU MASALAH

(1) Segala perselisinan yang timbul akibat Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila tidak mencapai permufakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui proses pengadilan.

(3) Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum
(domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang tercantum pada
halaman pertama Perjanjian ini.

(2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini harus menyampaikan kepada PIHAK lainnya secara
tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

(3) Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK



dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian.

(4) Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) dan (3) tersebut di atas, tidak menghapus atau
membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK
lainnya atau kewajiban terhadap pasien

(5) Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (3) tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat
tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN
(1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan
melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, dan faksimili kepada masing-masing PIHA!{ sebagai
berikut;

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi, Jakarta Barat 11420

Tlp. (021) 5681111, 5684085-93 Ext. 5050

Fax. (021)5684130

UP. HUKORMAS

Cc. Ketua BAKORDIK

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA
Jalan Saiemba Raya No. 4 Jakarta Pusat

Tlp. (021) 31930371, 31930373, 5686203

Fax. (021) 31330372

UP. Rini

Cc. Manajer Akademik dan Kemahasiswaan

PIHAK KETIGA

1. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJAJARAN
Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Jalan Eyckman No. 38 Bandung 40161
Tlp. (022) 2040926, 2037031
Fax. (022) 2040926
UP. Ratna Wulan / Lisna

2. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jalan Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang, Kota Semarang 50275
Kotak Pos 1269
Tip. (024) 8442266 / (024) 76928010
Fax. (024) 8442266 / (024) 76928011
UP. Prapti

3. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan, Jebres, Surakarta 57126
Tlp. (0271) 663188, 081229769949
Fax. (0271) 663188
UP. Anggar, Etik

4. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281



(2)

(3)

(1)

Tlp. (0274) 560300, 0817272657
Fax. (0274) 631011 / 581876
UP. Aris, Itie, Rahma

5. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jalan Veteran, Malang 65145
Tlp. (0341) 346818
Fax. (0341) 346818
UP. Sufie

6. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali
Tlp. (0361) 222510
Fax. (0361) 246656
UP. Ibu Chandra / Bpk Agus Triantara (081353153232

7. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 94, Sumatera Barat 25127
Tlp. (0751) 31746
Fax. (0751) 32838
UP. Atiek

8. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANG!
Jalan Raya Tanawangko, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara 95115
Tlp. (0431) 833775
UP. Vera

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan

dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:

a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan fanda bukii tanda tangan penerimaan pada buku
ekspedisi atau buku {anda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.

b.  Apabila melalui surat tercatat 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut.

C. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK
yang bersangkutan.

d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan ¢ tersebut di atas, maka
pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efekif. Segala
pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa
Indonesia.

Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara

tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang
tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 15

PENUTUP
Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang
menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.



(2) Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh),
bermeterai cukup, berbunyi dan mempunyai susunan yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang
sama, ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah untuk kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
Nomor: 2649 /UN14.2/KS/2016
Nomor: 1557/WM12/T/2016

Mengacu pada Kesepakatan Kerjasamaantara Universitas Katolik Widya Mandala dengan
Universitas Udayana Denpasar Nomor 0955/WMO01/T/2014 dan Nomor 1040/UN14/KS/2014
tertanggal 6 Maret 2014, maka :

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (01-09-2016)
kami yang bertandatangan di bawahini :

1. Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT(K).,M.Kes.

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan PB Sudirman,
Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Prof. dr.W. F. Maramis, Sp. KJ(K)

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Kalisari Selatan no. 7, Pakuwon City, Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang sclanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat
untuk menyelenggarakan kerjasama dalam rangka pengembangan kegiatan Tri Dharma
PerguruanTinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Vi
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BAB 1
TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bertujuan untuk mewujudkan
pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi masing-masing pihak.

BAB II
RUANG LINGKUP

1. Pendidikan :
a. Bantuan pemberian kuliah dan praktikum.
b. Pengembangan dosen berupa studilanjut untuk Jjalur akademik yaitu pascasarjana magister
dan doctor dan untuk jalur profesi yaitu spesialis.
c. Bantuan dalam pelaksanaan Ujian Pendidikan Profesi Dokter.

2. Penelitian : Penelitian bersama oleh sivitas akademik masing-masing pihak.

3. Pengabdian Masyarakat: Pengabdian masyarakat bersama oleh sivitas akademik masing-masing
pihak,

Pasal 1
PELAKSANAAN KULIAH DAN PRAKTIKUM

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan kuliah dan praktikum tingkat
Sarjana Kedokteran, dengan ketentuan sebagai berikut :

. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan bantuan staf pengajar kepada PIHAK PERTAMA
(c.qWakilDekan I) tentang matakuliah yang diinginkan, sesuai dengan silabus dan beban sks.
2. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan staf sesuai ketersediaan staf yang ada

Paraf | Pihak Pertama : v,
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Pasal 2
UJIAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER

PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA melaksanakan Ujian Pendidikan Profesi
Dokter Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penjadwalan Ujian Pendidikan Profesi Dokter akan diatur oleh Wakil Dekan 1 dari kedua belah
pihak

2. PIHAK PERTAMA adalah sebagai Penguji Pertama dan PIHAK KEDUA adalah sebagai
Penguji Kedua/pendamping.

3. Para Dosen Penguji Ujian Pendidikan Profesi Dokter dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK
KEDUA telah memenuhi persyaratan sebagai penguji yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
Bersama DIRJEN DIKTI yaitu telah 5 tahun lulus pendidikan spesialis dan telah 3 tahun
membimbing Kepaniteraan Klinik (DokterMuda).

4. Tempat pelaksanaan Ujian Pendidikan Profesi Dokter adalah di Fakultas Kedokteran
Universitas Katolik Widya Mandala

BAB Il
PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA memberikan biaya kegiatan akademik kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan
ketentuan dan besarnya biaya kegiatan akademik tersebut tercantum secara rinci pada Lampiran
Surat Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
INSTITUSIONAL FEE

Besarnya institusional fee (jasa lembaga) yang diberikanoleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA adalah 6% (enam persen) dari seluruh total biaya kegiatan akademik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini, diberikan secara langsung kepada
PIHAK PERTAMA dengan cara ditransfer oleh PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK PERTAMA
di:

Nama Bank : BNI Cabang Denpasar

AtasNamaRekening : RPL 037 Universitas Udayana untuk dana kelola BLU
NomorRekening : 2909201259

NPWP :00.031.550.7.905.000

Paraf | Pihak Pertama - //’/
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BABV
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berlaku
untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan dapat
diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan masa
berlaku Kesepakatan Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai landasan Perjanjian
Pelaksanaan Kegiatan ini.

BAB Vi1
FORCE MAJEURE

I. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak
mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk
bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya ;

2. Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas
pada musibah bencana alam, perang, huru-hara tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana
lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan
kebijakan pemerintah pusat, pemogokan, atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh
langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK:

3. Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force
Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hokum apapun terhadap pihak yang terkena Force
Majeure;

4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan
perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau Force Majeure tidak dianggap
sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang
mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil
tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama
ini;

5. Kecuali apabila sifat dari kejadian ini tidak memungkinkan, pihak yang terkena Force Majeure
harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam Jangka waktu 14 hari (empat belas
hari) terjadinya Force Majeure tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut
memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau
memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Paraf | Pihak Pertama : v, |
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BAB VI
LAIN-LAIN

Apabila ada permasalahan ataupun hal-hal lain yang belum tercantum dalam surat perjanjian
kerjasama ini, akan dimusyawarahkan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA untuk mencari penyelesaian dan kata mufakat, tanpa mengganggu kegiatan proses belajar
mengajar pada masing-masing pihak.

BAB VII
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama di Surabava, pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam
rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan kekuatan hukum sama,
dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DEKAN

g g
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LAMPIRAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ANTARA )
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
Nomor : 26! §/UN14.2/KS/2016
Nomor: 1557/ WMI12/T/2016

BIAYA KEGIATAN AKADEMIK

1. Kuliah Rp. 150.000,-/jam

2. Praktikum Rp. 100.000,-/jam

3. Pembuatan soal ujian Rp. 7.500,-/soal

4, Biaya setiap ujian Akhir Pendidikan Dokter (UAPD) Rp. 750.000.-/staf/peserta ujian
5. Setiap kegiatan yang dilakukan di luar kampus

FK Udayana mendapat biaya transportasi dan akomodasi dari FK UKWMS
6.  Institusional Fee (JasaLembaga)

6% dari seluruh total biaya kegiatan akademik yang
ditenima staf/tenaga Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
7. Pajak penghasilan (PPh) 10% /tahun ditanggung PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DEKAN DEKAN,

Prof. Dr. dr. PutuAstawa, Sp.OT(K).,M.Kes /
A NIP.19530131 1980031004

NIK. 152.97.0302



PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor : K.1088/C.06.01/FK-Unmas/X11/2016
Nomor : 4000/UN14.2/KS/2016

TENTANG
PROGRAM BANTUAN TENAGA PENGAJAR, PENGUJI,

SERTA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat
di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. drg. Putu Ayu Mahendri Kusumawati, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Mahasaraswati Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Prof Dr.dr. Putu Astawa, Sp.OT (K), MKes., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, yang selanjutnya discbut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang program bantuan tenaga pengajar,
penguji, serta pembinaan dan pengembangan proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana dengan ketentuan sebagai berikut:

>



TUJUAN
PASAL 1

Kerjasama im bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA
PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Program Studi
Pendidikan Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai kurikulum
pembelajarannya. Kerjasama tersebut meliputi kegiatan di Program Sarjana dan Program Profesi.

RUANG LINGKUP
PASAL 2

Untuk mencapai tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dilaksanakan kegiatan
bersama yang meliputi bidang-bidang :

PIHAK PERTAMA

1. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar dari PIHAK KEDUA
sesuai dengan kurikulum pembelajarannya.

2. Penggunaan beberapa laboratorium di PIHAK KEDUA yang terkait dengan kurikulum
pembelajaran PIHAK PERTAMA.

3. Kurikulum pembelajaran yang dimaksud adalah mata kuliah dan praktikum :
[Imu Anatomi
Paras:tolog:
Mikrobiologi
[Imu Kesehatan Anak
Iimu Penyakit Saraf
[Imu Penyakit Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
Psikiatri
Ilmu Penyakit Mata
I[lmu Farmasi
[lmu Penyakit Dalam
Farmakologi dan Terapi
. llmu Faal
IImu Biokimia
Histologi
Patologi Klinik
IImu Bedah Umum
Patologi Anatomi
Anestesiologi

»rnoaBoBg TSR mMOAN T

4. Lokakarya, seminar, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf |—%.
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PIHAK KEDUA

L.

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dosen/tenaga pengajar dari PIHAK
PERTAMA sesuai dengan kurikulum pembelajarannya.

Penggunaan beberapa laboratorium di PIHAK PERTAMA yang terkait dengan kurikulum
pembelajaran KEDUA PIHAK.

Kurikulum pembelajaran yang dimaksud meliputi bagian :
Penyakit Mulut

Ortodonsia

Prostodonsia

[lmu Bedah Mulut

Periodonsia

Konservasi Gigi

[lmu Kesehatan Gigi Masyarakat

Radiologi Dental

Kesehatan Gigi Anak

MR e A o

KEWAJIBAN
PASAL 3

PIHAK PERTAMA

1.

Berkewajiban membuatkan surat keputusan bagi dosen/tenaga pengajar vang telah
mendapatkan ijin tertulis PIHAK KEDUA.

Memberikan ijin dengan surat ijin tertulis Dekan bagi para dosen/tenaga pengajar untuk
mengajar di Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sepanjang tidak mengganggu kegiatan
pembelajaran.

Memberikan kesempatan kepada dosen/tenaga pengajar PITHAK KEDUA untuk mengikuti
acara-acara ilmiah yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

Mengajukan program kegiatan pembelajaran kepada PIHAK KEDUA setiap
tahun/semester guna pengaturan pelaksanaannya.

Memberikan ijin pada PIHAK KEDUA dalam penggunaan sarana dan fasilitas untuk
kegiatan praktik laboratorium dan perkuliahan sepanjang tidak mengganggu kegiatan
pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

ParafZ.@



PIHAK KEDUA

1.

Berkewajiban membuatkan surat keputusan bagi dosen/tenaga pengajar yang telah
mendapatkan ijin tertulis PIHAK PERTAMA.

Memberikan ijin dengan surat ijin tertulis Dekan bagi para dosen/tenaga pengajar untuk
mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar sesuai dengan
Jjadwal yang telah disepakati sepanjang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran.

Memberikan kesempatan kepada dosen/tenaga pengajar PIHAK PERTAMA untuk
mengikuti acara-acara ilmiah yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

Mengajukan program kegiatan pembelajaran kepada PIHAK PERTAMA setiap
tahun/semester guna pengaturan pelaksanaannya.

Memberikan ijin pada PIHAK PERTAMA dalam penggunaan sarana dan fasilitas untuk
kegiatan praktik laboratorium dan perkuliahan sepanjang tidak mengganggu kegiatan
pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

PEMBIAYAAN
PASAL 4

Semua biaya kegiatan kerjasama yang dibutuhkan dibebankan pada PARA PIHAK, seperti
yang disepakati dan diatur dalam SPK (Surat Perjanjian Kerja).

TATA TERTIB
PASAL 5

Peserta didik PARA PIHAK harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam kegiatan proses
belajar mengajar.

JANGKA WAKTU
PASAL 6

Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai perkembangan dengan
ketentuan selambat-lambatnya enam bulan sebelum perjanjian ini berakhir dan atas
kesepakatan PARA PIHAK.

ng |t
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PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA
PASAL 7

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerjasama ini,
maka pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak harus diberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya figa bulan sebelum saat pemutusan.

Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama oleh karena hal-hal
tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini, maka pemutusan
perjanjiannya harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak ke pihak lainnya enam
bulan sebelum saat pemutusan.

Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan ayat 1 dan ayat 2 pasal
ini yang memerlukan pemecahan oleh PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah.

LAIN-LAIN
PASAL 8

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini, maka akan
diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan
ketentuan bahwa perjanjian tambahan tersebut tidak bertentangan dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan isi perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran ’
Universitas Udayana

ﬂ/ Prof. ITr dr. Putu Astawa Sp.OT(K)..M.Kes _> Drg. Putu Ayu Mahendri Kusumawati, M.Kes




PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA /

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA \u«m

DENGAN
INDONESIAN CENTER FOR ANTI-AGING MEDICINE (INCAAM)
Nomor : 3944/UN14.2/KS/2016
Nomor : 03/INCAAM/11/2016

Mengacu pada Kesepakatan Kerjasama antara Universitas Udayana dengan /Indonesian Center
for  Anti-Aging  Medicine  (INCAAM)  Nomor  2862/UN14/KS/2016 dan  Nomor
02/INCAAM/04/2016 tertanggal 25 April 2016, maka :

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan bulan Desember tahun duaribu enambelas, kami yang
bertandatangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA Prof Dr dr Putu Astawa, SpOT, M.Kes

Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, berkedududkan di Jalan PB
Sudirman, Denpasar, Bali, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA Prof Dr dr Wimpie | Pangkahila, SpAnd

Selaku Ketua Indonesian Center for Anti-Aging Medicine (INCAM), yang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas Indonesian Center for Anti-Aging Medicine (INCAM), berkedudukan di Jalan By
Pass Ngurah Rai 25 Sanur, Denpasar, Bali, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat
untuk menyelenggarakan kerjasama dalam rangka pengembangan kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf | Pihak Pertama : )
Paraf | Pihak Kedua : (5




BAB |
TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan para dokter dalam bidang Anti-Aging Medicine, demikian juga
bagi masyarakat luas

BAB Il
RUANG LINGKUP

1. Pendidikan :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Intensif Anti-Aging & Aesthetic Medicine (PIAAM)
kepada para dokter dari seluruh Indonesia
b. Menyelenggarakan National Symposium and Workshop on Anti-Aging Medicine
(NASWAAM) dengan peserta para dokter dari seluruh Indonesia
2. Penelitian : Penelitian bersama dengan topik terkait Anti-Aging Medicine
3. Pengabdian Masyarakat : melaksanakan Pengabdian masyarakat bersama untuk
memberikan edukasi terkait Anti-Aging Medicine

Pasal 1
PELAKSANAAN KEGIATAN

PIHAK PERTAMA mengetahui dan bersedia membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan
kegiatan di atas terkait Anti-Aging Medicine dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA menyampaikan rencana kegiatan kepada PIHAK PERTAMA (c.q Wakil

Dekan I).
2. Bila diperlukan, PIHAK PERTAMA akan mengirimkan staf pengajar untuk mendukung
program tersebut
BAB llI
PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUA menyampaikan rencana biaya kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf | Pihak Pertama : 27
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BAB IV

INSTITUTIONAL FEE

Besarnya institutional fee (jasa lembaga) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA adalah 5 % (lima persen) dari hasil bersih biaya kegiatan. Institutional fee diberikan
secara langsung kepada PIHAK PERTAMA dengan cara ditransfer oleh ke rekening PIHAK

PERTAMA di :
Nama Bank : BNI Cabang Denpasar
Atas Nama Rekening - RPL 037 universitas Udayana untuk dana kelola BLU
Nomor Rekening : 2909201259
NPWP : 00.031.550.7.905.000
BAB V
MASA BERLAKU

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berlaku
untuk masa 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal surat perjanjian ini ditandatangani dan
dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai
dengan masa berlaku kesepakatan Kerjasama antara Universitas Udayana dengan /ndonesian
Center for Anti-Aging Medicine (INCAAM) sebagai landasan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan

ini.
BAB VI
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak
mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk

bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya;

2. Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak
terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara tindakan sabotase oleh teroris
atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai,
banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan, atau sesuatu kejadian
mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK;

3. Dalam hal terjadi Force Majeure, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena Force
Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena

Force Majeure;

Paraf
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4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan
perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau Force Majeure tidak
dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan
ketentuan pihak yang mengalami Force Majeure tersebut telah melaksanakan usaha
sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat
dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;

5. Kecuali apabila sifat dari kejadian ini tidak memungkinkan, pihak yang terkena Force
Majeure harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari
(empat belas hari) terjadinya Force Majeure tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang
hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk
menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
LAIN-LAIN

Apabila ada permasalahan ataupun hal-hal lain yang belum tercantum dalam surat perjanjian
kerjasama ini, akan dimusyawarahkan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA untuk mencari penyelesaian dan kata mufakat, tanpa mengganggu kegiatan proses
belajar mengajar pada masing-masing pihak.

BAB VII
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama di Denpasar, pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam
rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan kekuatan hukum
sama, dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

‘ PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN KETUA INDONESIAN CENTER
32 S UDAYANA
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 2904/UN14.2/PP/2016 ( PIHAK PERTAMA)

NOMOR : HK.05.01/1V.C11.D23/13769/2016 ( PIHAK KEDUA)
NOMOR : 054/584/Diklat/RSU/2016 ( PIHAK KETIGA)

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN
MASYARAKAT

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas (15-08-2016)
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp-OT (K), M. Kes

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berkedudukan di

Jin. PB.Sudirman Denpasar untuk slanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Scanned by CamScanner



2. dr. I Wayan Sudana, M. Kes

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, berdasarkan
Keputusan ~ Menteri ~ Kesehatan  Republik  Indonesia ~ Nomor
KP.03.01/Menkes/321/2016 tertanggal 15 Juni 2016 dalam hal ini bertindak atas
nama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang berkedudukan di Jin.

Dipoegoro Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. dr. I Wayan Sudiana, M. Kes

Direktur Rumah Sakit Umum Bangli dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli yang berkedudukan di Jin. Brigjen
Ngurah Rai No 99 x Bangli- Bali Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK

KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut
PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan dan
pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ketentuan dan
syarat — syarat sebagainama tercantum dalam pasal — pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUJUAN
Kejasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membina hubungan

kelembagaan PARA PIHAK di bidang pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat, memberi pembelajaran klinik yang memadai
bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien.

Pasal 2

RUANG LINGKUP
Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan kegiatan

bersama meliputi:
a. Bantuan tenaga ahli/profesional di bidang kesehatan;,

b. Pendidikan dan pelatihan bagi pesera didik, Program Studi Pendidikan Dokter;
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c. Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;

d. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis rumah sakit di
PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;

e. Penggunaan sarana penunjang seperti laboratorium, radiologi ataupun fasilitas
lainnya; dan

f. Pengabdian masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

( 1). Kewajiban PTHAK PERTAMA :

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian, serta
pengabdian masyarakat sesuai dengan Pasal 2;

b. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di tempat PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA; dan

c. Membiayai pelaksanaan program pengembangan pendidikan serta peserta
didik di PIHAK KEDUA dan PTHAK KETIGA.

(2). Hak PIHAK PERTAMA :

a. Memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk pendidikandan pelatihan,
pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik
seperti tercantum dalam pasal 2 diatas.

b. Mengatur pengiriman peserta didik ke PIHAK KETIGA melalui
koordinasi dengan PIHAK KEDUA.

(3). Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Mengetahui peserta didik mendapatkan target kompetensi di PIHAK
KETIGA dalam memenuhi level kompetensi peserta didik;
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b. Mengetahui PIHAK KETIGA melakukan supervise kepada peserta
didik;

c.  Mengetahui peserta didik mendapatkan pembelajaran Klinik di PIHAK

KETIGA.
(4). Hak PIHAK KEDUA
a.  Mendapatkan informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan peserta didik di PIHAK KETIGA.

b. PIHAK KEDUA merupakan rumah sakit rujukan dari PIHAK
KETIGA.

(5). Kewajiban PIHAK KETIGA :

a. PIHAK KETIGA berkewajiban memberi kesempatan peserta didik
PIHAK PERTAMA untuk memperoleh pembelajaran klinik;

b. Menyiapkan tenaga pembimbing / pengajar;
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik ;

d Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA terkait lingkup kegiatan ini dan ;

Memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana yang
diperbantukan diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KETIGA.
(6). Hak PIHAK KETIGA

a. Peserta didik yang akan bertugas di PIHAK KETIGA harus
melengkapi dokumen sebagai berikut;
I. Untuk peserta didik Koas, harus dilengkapi dengan surat tugas dan
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,
2. Untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)
harus dilengkapi dengan :
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a) Salinan Suf'ﬂt Tanda Repestrasi  yang masih berlakw/Surat
Tanda Registrasi Pendidikan

b) Salinan Surat ljin Praktik di PIHAK KEDUA; dan
c) Surat Keterangan Kompetensi dari Ketua Program Studi
b. Menerbitkan Surat ljin Bekerja bagi peserta PPDS

c. Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PTHAK KEDUA dan
PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK

KETIGA

PARA PIHAK secara bersama- sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada
peserta didik PIHAK PERTAMA demi meningatkan kualitas pendidikan dan

pelayanan serta keselamatan pasien.

PASAL 4
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. PARA PIHAK melakukan pembelajaran klinik sesuai dengan Pedoman
Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan lain.

Pelayanan kesehatan untuk pendidikan dokter dilakukan dengan menugaskan
dokter pendidik Kklinis dari PIHAK KETIGA sebagai pembimbing dan

penanggung jawab pelayanan dan pendidikan dalam pembelajaran klinik kepada

peserta didik di PIHAK KETIGA.

PASAL S
PEMBIAYAAN

akibat Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PARA PIHAK

Biaya yang timbul
sesuai degan peraturan yang berkaku di [nstitusi masing-masing PARA PIHAK.
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PASAL ¢
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Hak dan kewajiban semua peserta didik PIHAK PERTAMA, dalam melaksanakan
proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat
di tempat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA di atur secara tersendiri di dalam
buku Pedoman Pendidikan Profesi Dokter di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli.

PASAL 7
TATA TERTIB

- Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang dibuat oleh
PARA PIHAK untuk melindungi kepentingan PARA PIHAK sebagaimana terlampir

dalam Perjanjian Kerjasama,;
. Tata tertib yang dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dengan kerjasama ini;

PASAL 8
JANGKA WAKTU

. Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal
Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-8-2016) sampai dengan
tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-7 2019);

. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan
kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum perjanjian ini berakhir dengan surat pemberitahuan tertulis;

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lainnya gagal memenuhi
ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus diberitahukan secara
tertulis oleh oihak lainnya 3 ( tiga) bulan sebelum saatnya pemutusan;
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2. Apabila salah satu pihak berkehendak memutygkan perjanjian kerjasama karena hal-
hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini, satu
pemutusan ;

3. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini di lakukan

secara musyawarah.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE)

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini
tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan
yang memaksa ( Force Majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah
mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan

memaksa tersebut.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

2. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dar/atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan
menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang
berlaku dengan memilih tempat berkedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah

yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 12
LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam perjanjian ini,
maka akan di atur dalam addendum atas dasar persetujuan PARA PIHAK dengan
ketentuan bahwa addendum tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi dani

peranjian ini.
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Demikianlah, perjanjian ini dibunt. dalam rangkap 3 (tiga), asli masing-masingsama
bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup sertg mempunyai kekuatan sama setclah
ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA .
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  yak Umum Pusat Sanglal
2 e AN, BAs

Dekan,

PIHAK KETIGA
it Umum Bangli

A ektur
% X
,II
o | R S
* # f

We NE o

‘Sudiana, M.Kes
2y G
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PERJANJIAN KERJASAMA
OPERASIONAL
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
DI BIDANG KEBIDANAN DAN KANDUNGAN,
BIDANG ANAESTHESI DAN TERAPI INTENSIF DAN BIDANG MATA
PADA RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE

Nomor : 3/KS/HK/2016
Nomor : 1134/UN14.2/KM/2016

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas
bertempat di Maumere, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. YOSEPH ANSAR RERA
Jabatan : BUPATI SIKKA
Alamat : Jalan El Tari No. ,- Maumere

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Sikka yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof.Dr.dr. Putu Astawa, Sp.OT (K), M.Kes.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Alamat : Jalan P.B. Sudirman,Denpasar - Bali

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan
Universitas Udayana dengan Nomor: 1/MoU/HK/2016 dan 1412/UN14/KS/2016, yang
ditanda tangani pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua
ribu enam belas,

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam memberikan
pelayanan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Sikka, yang menyangkut kasus-
kasus Kebidanan dan Kandungan, Anaesthesi dan Terapi Intensif dan Mata dengan
ketentuan sebagai berikut:



BAB I
BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 1

(1) PIHAK KEDUA sebagai lembaga pendidikan dan lembaga teknis yang menyiapkan
sumberdaya manusia termasuk dokter spesialis, bersedia mengirimkan tenaga
residen senior untuk bertugas di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

(2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan fasilitas, akomodasi dan lain-lain untuk
keperluan dokter.

(3) PARA PIHAK berkeinginan mewujudkan suatu program kerjasama yang
terkoordinasi dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat Kabupaten Sikka, khususnya dalam kasus Kebidanan dan

Kandungan, dan Anaesthesi — Reanimasi dan Mata

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

(1) Hak PIHAK PERTAMA
a. Mendapatkan Dokter Spesialis/ Residen Senior Kebidanan dan Kandungan,

Dokter Spesialis/ Residen Senior Anestesi dan Terapi Intensif dan Dokter
Spesialis/ Residen Senior Mata untuk menjamin kesinambungan pelayanan
spesialistik Kandungan dan Kebidanan, Anestesi dan Terapi Intensif dan
Mata di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

b. Mendayagunakan Dokter Spesialis/ Residen Senior Kebidanan dan
Kandungan, Dokter Spesialis/ Residen Senior Anestesi dan Terapi Intensif
dan Dokter Spesialis/ Residen Senior Mata untuk meningkatkan pelayanan
spesialistik Kandungan dan Kebidanan, Anestesi dan Terapi Intensif dan
Mata di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

c. Menerima dan mengelola semua penerimaan atas pelayanan medis yang
diakibatkan perjanjian kerjasama ini, dalam hal ini diwakili oleh Direktur
RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

(2) Hak PIHAK KEDUA
a. mendapat Surat Ijin Praktek (SIP) dari Pemerintah Kabupaten Sikka atas
nama Residen Senior Kebidanan dan Kandungan, Residen Senior Anestesi
dan Terapi Intensif, Residen Senior Mata dan surat tugas untuk satu orang
staff dokter Spesialis Mata yang bertugas pada RSUD dr. T. C. Hillers
Paraf 1..F.



Maumere., dengan ketentuan sudah memenuhi persyaratan Penerbitan
Surat Ijin Praktek (SIP) di Kabupaten Sikka.

Menggunakan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA
dalam menyelenggarakan pelayanan spesialistik Kandungan dan Kebidanan,
Anestesi dan Terapi Intensif dan Mata di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.
Menerima biaya atas penyelenggaraan pelayanan (Jasa Pelayanan)
spesialistik Kandungan dan Kebidanan, Anestesi dan Terapi Intensif dan
Mata di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, dalam hal ini diwakili oleh Dokter
Spesialis/ Residen Senior Kebidanan dan Kandungan, Dokter Spesialis/
Residen Senior Anestesi dan Terapi Intensif dan Dokter Spesialis/ Residen
Senior Mata yang bertugas di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere sesuai
mekanisme pembagian Jasa yang berlaku di RSUD dr TC Hillers Maumere.
Memperoleh perlindungan terhadap ancaman serta segala bentuk ancaman
dengan pihak yang bertugas di RSUD dr. T. C. Hillers Maumere.

Memperoleh dana pergantian tiket pesawat pergi dan pulang Denpasar -
Maumere sesuai biaya riil.

Memperoleh biaya Transportasi, akomodasi dan konsumsi bagi 3 (tiga)
orang staf senior (Kebidanan dan Kandungan, Anestesi dan Terapi Intensif
dan Mata) dan 2 (dua) orang Tim Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
(Dekanat dan staf Kerjasama) yang akan melakukan supervise pada RSUD
dr. T. C. Hillers Maumere sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun sesuai
Standar Biaya Kabupaten Sikka 2016.

. Mendapatkan jaminan kesehatan bila yang bertugas jatuh sakit dan

santunan kematian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat
menjalankan tugas di RSUD dr TC Hillers yang besarnya sesuai aturan
pemerintah daerah yang beriaku.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a.

Menyediakan fasilitas pelayanan yang diperlukan baik peralatan maupun

penunjang lainnya guna memperlancar pelayanan di RSUD dr. T. C. Hillers

Maumere baik rawat jalan maupun rawat inap;

Memastikan keamanan kerja PIHAK KEDUA.

Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang berupa:

1. Biaya Transpotasi dari dan ke Denpasar saat memulai dan mengakhiri
masa tugasnya;

2. Rumah layak tinggal dan kendaraan dinas yang layak pakai;
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3. Konsumsi, sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) /orang
/hari;
4. Insentif sebesar Rp. 10.000.000,- (SepuluhJuta Rupiah) /bulan /orang;

. Dana pergantian tiket pesawat pergi dan pulang Denpasar - Maumere sesuai

biaya riil.

Memperoleh Jasa Medis sesuai dengan pelayanan yang diberikan di RSUD
dr. T. C. Hillers Maumere;

Memberikan akomodasi, konsumsi dan insentif sebesar Rp. 2.400.000,- dan
paket jasa medis sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) untuk pelayanan
operasi katarak bagi 1 orang staff dokter Spesialis Mata pada minggu ke - 3
(tiga) tiap 2 bulan.

Institutional Fee Fakultas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per
tahun yang dibayar melalui rekening : BNI KCU Denpasar, JI. Gajah Mada
No.30 Denpasar; Nomor Rekening : 290920125-9, RPL 037 Universitas
Udayana untuk Dana Kelolaan BLU Kampus Bukit Jimbaran dan setiap bukti
transfer agar dicopy dan diserahkan kepada Bagian Keuangan Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana melalui fax. 0361-246656/email.

humasfkunud@yahoo.com;

. Menyiapkan tempat praktek yang memadai selama menjalankan tugas.

Mengeluarkan Surat Ijin Praktek (SIP) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten
Sikka.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a.

Menyiapkan dan mengirimkan Dokter Spesialis / Residen Senior Kebidanan
dan Kandungan (1-2 Orang), Dokter Spesialis/ Residen Senior Anestesi dan
Terapi Intensif (1 Orang) dan Dokter Spesialis/ Residen Senior Mata (1
Orang) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang diatur secara bergiliran dan

berkesinambungan.

. Menentukan Dokter Spesialis/ Residen Senior Kebidanan dan Kandungan,

Dokter Spesialis/ Residen Senior Anestesi dan Terapi Intensif dan Dokter
Spesialis/ Residen Senior Mata yang akan ditugaskan di RSUD dr. T. C.
Hillers Maumere sesuai ketersediaan tenaga dimaksud.

Mengirimkan 1 orang staff Dokter Spesialis Mata sebagai supervisor yang
datang pada minggu ke - 3 (tiga) setiap 2 bulan untuk melakukan supervisi
dan operasi katarak selama 3 hari.

. Wajib mentaati semua peraturan yang berlaku di RSUD dr. T. C. Hillers

Maumere.
Paraf 1{'

Paraf fo



BAB III
TUGAS RESIDEN SENIOR

Pasal 3
Tugas Residen Senior adalah membantu dalam pemenuhan dokter spesialis
Kandungan dan Kebidanan, Anaesthesi - Reanimasi dan Mata di Kabupaten Sikka:

a. Residen Kebidanan dan Kandungan:

1. Memberikan pelayanan di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan serta di Kamar
Operasi dan Ruang Perawatan pada setiap hari kerja;

2. Menerima konsul Dokter yang bertugas di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere; dan
Memberikan bantuan lainnya dalam menunjang kelancaran pelayanan dan
program kesehatan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

b. Residen Anaesthesi dan Terapi Intensif :

1. Memberikan pelayanan di Kamar Operasi dan Ruang ICU pada setiap hari
kerja;

2. Menerima konsul Dokter yang bertugas di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere; dan
Memberikan bantuan lainnya dalam menunjang kelancaran pelayanan dan
program kesehatan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

c. Residen Mata :

1. Memberikan pelayanan di Poliklinik Mata serta di Kamar Operasi pada setiap
hari kerja;

Menerima konsul Dokter yang bertugas di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere; dan
Memberikan bantuan lainnya dalam menunjang kelancaran pelayanan dan
program kesehatan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

BAB IV
GUGATAN PIHAK KETIGA

Pasal 4
Terhadap adanya gugatan perdata dari Pihak ketiga yang ditujukan kepada PIHAK
PERTAMA, baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Bupati Sikka atau
gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka karena dugaan
kelalaian medic atau malpraktik atau sengketa medic dalam pelayanan medis/
kesehatan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga residen senior, maka sebagai
lembaga PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan gugatan, sengketa medis/
kesehatan tersebut secara penuh setelah dilakukan dan diputuskan melalui proses

audit medik.
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BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama3 (tiga) tahun yang dimulai sejak

tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2019,

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diperbaharui dan diakhiri sesuai

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh PARA PIHAK kepada pihak lain tanpa
adanya persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK,
Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kerjasama ini harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
Sebelum ditandatangani oleh PARA PIHAK, terlebih dahulu setiap lembar dari
naskah perjanjian ini diparaf oleh masing-masing PIHAK.
Masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) dokumen asli bermaterai dari
perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani

diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Paraf 2..

Paraf 1; l‘



	PKS BLU RS. Jantung dan Pembuluh Darah HARAPAN KITA 01062020 tahun 2016
	PKS FK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA01072020 tahun 2016
	PKS FKG UNIVERSITAS MAHASARASWATI01072020 tahun 2016
	PKS INDONESIA CENTER FOR ANTI AGING MEDICINE (INCAAM)01072020 tahun 2016
	PKS RSU BANGLI01072020 tahun 2016
	PKS RSUD Dr.T.C Hillers Maumere Sikka 01062020 tahun 2016

